Menimbang

Mengingat

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa berdasarkan Pasal & Peraturan Daerah
Nomor # Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
bahwa Ketentuan mengenai Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Walikota
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daecrah Kota Gunungsitoli
bahwa tugas dan fungsi jabatan struktural pada
dinas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan
Fungsi Jabatan Struktural Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4931);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang MNomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
Peraturan Pemerintah Nomor 353 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negenn Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 43/
Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi
dan Kabupaten /Kota,



Menetapkan :

14, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Gunungsitoli;

15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Gunungsitoli,

MEMUTUSEAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN
FUNGS] JABATAN STRUKTURAL DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.

2. Pemerinteh Daerah adalah kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah wyang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Raloyat
Daerah Kota Gunungsitoli.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Gunungsitoli.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
vang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yvang memenuhi
syarat tertenty, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Gunungsitoli.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
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Sekretaris adalah kepala sekretariat pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
Kepala bidang adalah kepala bidang pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
Kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Gunungsitol.

Kepala scksi adalah kepala seksi pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN vang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan
yang  berisi fungsi dan tugas berkaitan
denganpelayanan  publik serta  administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional vang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentia,

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas
vang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

ketahanan pangan dan pertanian serta tugas
pembantuan yang diberikan kepada kota.

Dalam menvelenggarakan  tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai

fungsi anatara lain ;

a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan
pangan, tanaman pangan dan hortikultura,
perkebunan, peternakan dan penyuluhan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan
pangan, tanaman pangan dan hortikultura,
perkebunan, peternakan dan penyuluhan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
ketahanan pangan dan pertanian;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan



[

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :

.

mengkaji dan merumuskan perencanaan program
dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan
pertanian;

menyelenggarakan pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang ketahanan pangan dan
pertanian;

memimpin, mengkoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
ketahanan pangan dan pertanian;

merumuskan, mengkoordinasikan penyusunan
pelaporan, monitoring dan evaluasi serta
mempertanggungiawabkan  tugas  kedinasan
secara operasional maupun administrasi kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinys;

menyelenggarakan koordinasi tugas-tugas
pembantuan menurut ketentuan yang berlaku;
mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang ketahanan pangan dan pertanian,
mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan
pendukung di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;

mengkoordinasikan peningkatan kualitas sumber
daya manusia di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganckaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;

mengkoordinasikan penyusunarn program
penyuluhan pertanian;

mengkoordinasikan penataan prasarana
pertanian;
me inasikan pengawasan mutu dan

peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan
hijavan pakan ternak;

mengkoordinasikan pengawasan peredaran
sarana pertanian;

mengkoordinasikan pembinaan produksi di
bidang pertanian;

mengkoordinasikan pengendalian dan
penanggulangan hama penyakit tanaman dan
penyvakit hewan;

mengkoordinasikan pengendalian dan
penanggulangan bencana alam;
menghkoordinasikan pembinaan pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian;

mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian;
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r. mengkoordinasikan pemberian izin  usaha/
rekomendasi teknis pertanian;

s. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi
dinas;

t. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;

u. menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan
scsuai dengan tugas dan fungsinya;

v. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

w. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

x. mengkoordinasikan pelaksanakan monitoring,
evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalul sistem
penilaian yang tersedia;

y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

z. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebapgai dasar pengambilan kebijakan; dan

aa. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragral 2
Sekretaris Dinas

Pasal 3

Sekretaris Dinas melaksanakan tugas

menyelenggarakan koordinasi pelaksanasn tugas,

pembinaan dan pemberian pelayanan teknis dan
dulkungan administrasi di lingkungan dinas,

Dalam  menvelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai

fungsi antara lain :

a. penylapan perumusan kebijakan operasional
tugas administrasi di lingkungan dinas;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana
program dan anggaran;

c. pengkoordinasian  pelaksanaan  tugas dan
pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana,
hubungan masyvarakat, kearsipan dan
dokumentasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan dinas;

d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan
perundang- undangan;

e. pengumpulan dan pengolahan data serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas
administrasi di lingkungan dinas;



f,

.

penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara
dan pelayanan pengadaan barang/jasa yang
menjadi tanggung jawab dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah :

H.

b.

iC.

memimpin penvelenggaraan tugas-tugas
kesekretariatan dinas;

mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas-tugas
lingkup dinas;

mengkoordinasikan pengelolaan administrasi
vang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerja sama, hukum, organisasi dan
tata laksana, hubungan masyvarakat, Kearsipan,
dan doekumentasi hngkup dinas;
menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan
pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran serta barang dan jasa untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

menyelenggarakan penyusunan rencana, program,
anggaran di bidang produksi tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan dan
kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
menyelenggarakan  penatausahaan  keuangan
dinas sesuai dengan ketentuan vang berlaku;
menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan
pelaporan administrasi kepegawaian dinas sesuai
dengan ketentuan yang berlalou;

. menyelenggarakan  kegiatan  protokoler dan

hubungan masyarakat yang berhubungan dengan
tugas-tugas dinas;

menyelenggarakan pengelolaan dan  penataan
ketatausahaan dan kearsipan dinas;
menyelenggarakan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan unit kerja;
menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/
penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat
pembuat komitmen, pejabat penatausahaan
keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan
bendahara;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan
pengembangan karier bawahan;
mengkoordinasikan penyusunan analisa
penyvelenggaraan tugas dan fungsi dinas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan



secara berkala melalui zistern penilaian yang
tersedia;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
mcmberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagail dasar pengambilan kebijakan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai Tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, tata usaha, kerjasama, kehumasan,
protokol dan ketatalaksanaan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Vvaitu :

(2)

t:

b.

C.

T omoe

melaksanakan perencanaan program dan kegiatan
sub bagian umum dan kepegawaian;
melaksanakan program dan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian;

melaksanakan perumusan kebijakan teknis sub
bagian umum dan kepegawaian;

melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai;

melaksanakan urusan tatausaha kepegawailan,
disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
melaksanakan urusan tatausaha dan kearsipan;
melaksanakan urusan rumah tanggs, keamanan
dan kebersihan;

melaksanakan wrusan kerjasama, hubungan
masyarakat dan protokol;

melaksanakan — evaluasi  kelembagaan  dan
ketatalaksanaan;

mengelola dan menginventarisasi barang milik
negara/ daerah pada lingkup dinas sesuai

ketentuan yang berlaku;
melaksanakan urusan keprotokolan  dan
penyiapan rapat-rapat dinas serta

pendokumentasian kegiatan dinas;

melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan
pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
dinas;

. melaksanakan  ketertiban, keamanan, dan

kebersihan dilingkungan kerja dinas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan bailk lsan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
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p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistemn penilaian yang tersedia;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan; dan

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan rencana, program, anggaran dan
melaksanakan urusan keuangan serta pengelolaan
barang milik negara/daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan

yaitu :

a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan
sub bagian program dan keuangan;

b. melaksanakan program dan kegiatan sub bagian
program dan keuangan;

¢. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sub
bagian program dan keuangan;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan anggaran dinas;

f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan
dinas;

g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
satuan biaya, daftar isian pelaksanasn anggaran,
petunjuk  operasional kegiatan dan revisi
anggaran;

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan statistik dibidang pertanian;

1. melaksanakan wurusan akuntansi dan wverifikasi
keuangan;

j- melaksanakan urusan perbendaharaan,
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,
pengujian dan penerbitan surat perintah
membayar;

k. melaksanakan urusan gaji pegawai;

. melaksanakan administrasi keuangan;

m. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban
dan pengelolaan dokumen keuangan;

n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
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melaksanakan penyiapan bahan pemantauan
tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan
penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti
rugi;

p. melakukan penyusunan rencana kebutuhan

barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan
barang unit [RPBU);

melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan
dan inventarisasi barang;

melaksanakan penyiapan bahan administrasi
pengadaan, penyaluran, penghapusan dan
pemidahtanganan barang milik negara /daerah;
melaksanakan penyiapan penyusunan laporan
dan administrasi penggunaan peralatan dan
perlengkapan kantor;

melaksanakan penyusunan dokumen yang
bersifat pelaporan dinas {LKj, LPPD, LKPJ);

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;
memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistemn penilaian yang tersedia;

x. membuat laporan pelaksansan tugas kepada

atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 5
Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 6

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan

penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan

teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di

bidang pangan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan

Pangan mempunyai fungsi antara lain :

a. perumusan bahan kebijakan operasional di
bidang ketahanan pangan;

b. perumusan bahan perencanaan operasional
program dan kKegiatan di bidang pangan;
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=

f.

perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
ketersediaan dan distribusi pangan;

perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
konsumsi dan keamanan pangan;

monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang ketahanan pangan; dan

penvelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan
yaitu :

a.
b.

G

menyelenggarakan penyusunan rencana program
dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
menyelenggarakan program dan kegiatan bidang
ketahanan pangan;

menyelenggaralkan perumusan kebijakan teknis
bidang ketahanan pangan daerah;
menyelenggarakan nventarisasi permasalahan-
permasalahan  yang berhubungan dengan
bidang tugasnya dan menyusun petunjuk
pemecahannya;

menyelenggarakan penyusunan bahan
koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian
dan pengaturan teknis bidang ketersediaan,
distribusi pangan; bidang konsumsi dan
kerawanan pangan;

menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di
bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan,
konsumsi dan keamanan pangan;
menyelenggarakan penyusunan bahan rumusan
kebijakan dacrah di bidang ketersediaan pangan,
distribusi pangan, konsumsi dan keamanan
pangan;

menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang ketersediaan pangan,
distribusi pangan, konsumsi dan keamanan
PANZAL,

menyelenggarakan koordinasi penyediaan dan
penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya
dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga
pangarn;

menyclenggarakan pengelolaan cadangan pangan
pemerintah daerah dan menjaga keseimbangan
cadangan pangan daerah;

menyelenggaraken bahan rumusan  kebijakan
harga minimum pangan lokal yang tidak
ditetapkan oleh pemerintah pusat;
menyelenggaraken data informasi pasokan dan
harga pangan serta pengembangan jaringan
pasar;

menyelenggarakan koordinasi di bidang
konsumsi pangan, penganekaragaman pangan,
dan keamanan pangan,



menyelenggarakan penyusunan bahan rumusan
kebijakan daerah di bidang konsumsi
pangan,dan keamanan pangan;
menyelenggarakan kebijakan di bidang konsumsi
pangan, dan keamanan pangan;
menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan
pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan,
dan keamanan pangan;

menyelenggarakan komunikasi, informasi dan
edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi  kerja pelaksanaan tugas bawahan
sccara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan,
memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan secbagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 5

Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 7

(1) Kepala Seksi Ketersediman dan Distribusi Pangan
mempunyal tugas melaksanakan penyiapan bahan
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan
teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang
ketersediaan dan distribusi pangan.

(2) Rin

cian tugas Kepala Seksi Ketersedian dan

Distribusi Pangan yaitu :

a.

b.

c.

menyusun rencana program dan keglatanseksi
ketersediaan dan distribusi pangan;
melaksanakan program dan kegiatan scksi
ketersediaan dan distribusi pangan;
melaksanakan perumusan kebijakan teknis sub
bagian ketersediaan dan distribusi pangan;
melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam
rangka mendorong peningkatan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan ketersediaan
dan distribusi pangan;



e. melaksanakan inventarisasi perimasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

. melaksanakan penviapan bahan koordinasi,
bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan,
penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
daya ketahanan pangan lainnya;

g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya ketahanan pangan
lainnya;

h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis
di bidang ketersediaan pangan, penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya
ketahanan pangan lainnya;

i. melaksanakan bahan analisia dan kajian
ketersediaan pangan daerah;

j. melaksanakanpenyiapan data dan informasi
untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan
(NEM);

k. melaksanakan penyiapan data dan informasi
untuk penghitunganPola Pangan Harapan (PPH)
ketersediaan pangan;

1. melaksanakan penviapan bahan pengembangan
jaringan informasiketersediaan pangan;

m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi
ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi
Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

n. membagi tuges kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

o. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan Kelancaran pelaksanaan tugas;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistemn penilaian yang tersedia;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 7
Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
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pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pembenan
bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi seksi
konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

Rincian tugas Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan

Pangan yaita :

a.

b.

c.

menyusun rencans program dan kegiatanseksi
konsumsi dan keamanan pangan,

melaksanakan program dan kegiatan seksi
konsumsi dan keamanan pangan;

melaksanakan perumusan kebijakan teknis seksi
konsumsi dan keamanan pangan,

melaksanakan upaya-upaya dalam rangka
meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan dan
gizi secimbang, melaksanakan pengembangan
isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan
pangan dan gizi;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di
bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerja sama dan informasi keamanan pangan;
melaksanakan penyiapan bahan analisis dan
kajian di bidang konsumsi pangan, kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan kecamanan
pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan
pangan;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
konsumsi pangan, kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerja sama dan informasi keamanan pangan;
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis
dan supervisi di bidang konsumsi pangan,
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi
keamanan pangan;

melaksanakan penyiapan bahan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
konsumsi pangan, bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerja sama dan informasi keamanan pangan;
melaksanakan penyiapan penghitungan angka
konsumsipangan per komoditas per kapita per
tahun;

melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat
konsumsienergi dan protein masyarakat per
kapita per tahun;

melaksanakan penyiapan penghitungan pola
panganharapan (PPH) tingkat konsumsi;
melakukan penyiapan bahan penyusunan peta
pola konsumsi pangan;

melakukan penylapan bahan  pelaksanaan
pengawasan pangan segar yang beredar;
melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi
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jaminan keamanan pangan segar;

o. melakukan penylapan bahan jejaring keamanan
pangan daerah (JKPD);

p. melakukan penyiapan bahan komunikasi,
informasi dan edukasi keamanan pangan;

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

r. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksansaan tugas;

8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

t. membuat laporan dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

v. mejaksanakantugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 8
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan
dan perencanaan teknis serta melaksanakan program
dan kegiatan di bidang tanaman pangan dan
hortikultura sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan vang berlaku.

Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan

dan Hortikultura mempunyai fungsi antara lain :

a. perumusan bahan kebijakan operasional di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. perumusan bahan perencanaan operasional
program dan kegiatan di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;

c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
tanaman pangan dan hertikultura;

e. monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang bidang tanaman pangan
dan hortikultura; dan

f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



(3) Rincian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura adalah :

&,

b.

C.

menyelenggarakan rencana program dan kegiatan
bidang tanaman pangan dan hortikulturs;
menvelenggarakan program dan kegiatan bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
bidang tanaman pangan dan hortikultura;
menyelenggarakan promosi hasil-hasil produksi
tanaman pangan dan hortikultura;
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
kegiatan peningkatan produlesi dan
pengembangan Tanaman Pangan dan
Hortukultura;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
kegiatan  pengembangan  sarana  produbsi,
kelembagaan petani, pengelolaan lahan dan
perluasan arcal;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
kegiatan pengembangan pasca panen,
pengolahan, pemasaran dan mutu hasil
pertanian serta pembinaan usaha dan kemitraan;
menyelenggarakan penyusunan kebijakan
perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
menyelenggarakan perencanasan kebutuhan dan
penyediaan tanaman pangan,

menyelenggarakan pengawasan peredaran, dan
sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
menyelenggarakan pemberian bimbingan
penerapan peningkatan  produksi dibidang
tanaman pangan dan bidang hortikultura;
menyelenggarakan pengendalian dan
penanggulangan hama penyakit, penanggulangan
bencana alam, dan dampak perubahan iklim di
bidang tanaman pangan dan bidang hortikultura;

. menyelenggarakan pemberian himbingan

pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang tanaman pangan;

menyelenggarakan pemberian izin
usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman
PANEAT;

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di
bidang tanaman pangan,

menyelengparakan fasilitas dan pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang hortikultura;
menvelenggarakan perencanaan kebutuhan dan
petiyediaan benih di bidanghortikultura;
menyelenggarakan pengawasan peredaran dan
sertifikasi benih di bidang hortikultura;

pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di
bidang hortikultura;
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t. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

u. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

v. melaksanalkan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

w. membuat laporan dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai dasar
pengambilan kebijakan;

x. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

¥. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 9
Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan

Pasal 10

Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan
mempunyal tugas pokok mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan serta pemberian bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi Seksi Pembenihan dan

Perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku.

Dalamm melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembenihan dan

Perlindungan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan
kegiatanseksi perbenihan dan perlindungan;

b. melaksanakan program dan kegiatan seksi
perbenihan dan perlindungan;

c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis seksi
perbenihan dan perlindungan;

d. melaksanakan  pengembangan  implementasi
penerapan tekhnologi budidaya tanaman pangan
dan hortikultura secara inovatif dan tepat guna;

e. melaksanakan analisis kajian pengembangan
tanaman pangan dan  hortikultura terkait
perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikulturs;

f. melaksanakan penyiapan bahan penvediaan dan
penigawasan peredaran benih tanaman di bidang
tanaman pangan dan Hotikultura:

g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan
pengujian mutu benih tanaman di bidang
tanaman pangan dan Hotikultura;



. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih
dan pengendalian sumber benih tanaman di
bidang tanaman pangan dan Hotikultura;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana kebutuhan benih dan pengembangan
varietas unggul di bidang tanaman pangan dan
Hotikultura;

melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi
pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
di bidang tanaman pangan dan Hotikultura;
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
produksi benih dan kelembagaan benih di bidang
tanaman pangan dan Hotikultura;

melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
serangan organisme pengganggu tumbuhan (OFT)
di bidang tanaman pangan dan Hotikultura;

. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT
di bidang tanaman pangan dan Hotikultura,

. melaksanakan menyiapan bahan pengedalian dan
pemantauan OPT, bimbingan  operasional
pengamatan dan peramalan OPT di bidang
tanaman pangan dan Hotikultura;

melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang
tanaman pangan dan Hotikultura;

melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan
Hotikultura;

melaksanakan  penyiapan  sekolah  lapang
pengendalian hama terpadu di bidang tanaman
pangan dan Hotikultura,

melaksanakan penyiapan bahan penanganan
dampak perubahan iklim di bidang tanaman
pangan dan Hotikultura;

melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan
bencana alam di bidang tanaman pangan dan
Hotikultura;

melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis
perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman
pangan dan Hotikultura;

. membagi tugas kepada bawshan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas,

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
membuat laporan dan  pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
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z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 10
Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 11

Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
mempunyai tugas mempunyai tugas pokok
melaksanakan  penyiapan  bahan  koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan serta pemberian bimbingan teknis,
pemeantauan dan evaluasi seksi pembenihan dan
perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan
yvang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), seksi pmdukm pengolahan

dan pemasaran mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan
kegiatanseksi produlksi, pengolahan dan
pemasaran;

b. melaksanakan program dan kegiatan seksi
produksi, pengolahan dan pemasaran;

¢. melaksanakan perumusan kebijakan teknis seksi
produksi, pengolahan dan pemasaramn;

d. melaksanakan analisis kajian pengembangan
tanaman pangan dan  hortikultura terkait
produksi, pengolahan dan pemasaran;

e. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan
produksi di bidang tanaman pangan dan
hortikultara;

f. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi
budidaya di bidang tanaman pangan hortikultura;

g. melaksanakan penyiapan dan pengembangan
kebutuhan alat pertanian dan peluang perluasan
arcal budidaya tanaman pangan dan
hortikulturs;

h. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara
produksi pangan olahan yang baik (CPPOB] dan
pemberian surat keterangan  kelayakan
pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

i. melaksanakan pelayanan dan pengembangan
informasi pasar bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

j. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;
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. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

m. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

o. membuat laporan dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 11
Kepala Bidang Perkebunan

Pasal 12

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai

membantu Kepala  Dinas men_velengarﬂkm

penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan

teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di

bidang Bidang Perkebunan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perkebunan

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pengembangan
tanaman perkebunan;

b. penyelenggaraan kajian dan penclian serta
kerjasama pengembangan tanaman perkebunan;

c. penyelenggaraan penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan pengembangan tanaman
perkebunan; dan

d. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3] Rincian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah:

a. menyelenggarakan penyusunan rencana program
dan kegiatan bidang perkebunan;

b. menyelenggarakan program dan kegiatan bidang
perkebunan;

c. menvelenggarakan perumusan kebijakan teknis
bidang perkebunan;

d. menyelenggarakan promosi hasil-hasil produlksi
tanaman perkebunan;

c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
kegiatan peningkatan produksi dan
pengembangan perkebunan;
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f. menyelenggarakan pengawasan peredaran dan
sertifikasi benih di bidangperkebunan;

g. menyelenggarakan pemberian bimbingan
penerapan  peningkatan  produksi  dibidang
perkebunan;

h. menyelenggarakan pengendalian dan
penanggulangan hama penyalkat,penanggulangan
bencana alam, dan dampek perubahan iklimdi
bidang perkebunan;

1. menyelenggarakan penanggulangan gangguan
usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang
perkebunan,

j. menyelenggarakan pemberian bimbingan
pascapanen, pengolahan dan pemasaranhasil di
bidang perkebunan;

k. menyelenggarakan pemberian izin
usaha/rekomendasi teknis di bidangperkebunan;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

m. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

o. membuat laporan dan  pendokumentasian
pelaksanaan tupgas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 12
Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 13

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan = perencanaan  teknis  serta
melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di
seksi perbenihan dan perlindungan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada avat (1), seksi perbenihan dan
perlindungan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
a. melaksanakan  perencanaan penyusunan
program dan kegiatan bidang perkebunan terkait
perbenihan dan perlindungan;



melaksanakan program dan kegiatan bidang
perkebunan terkait perbenihan dan perlindungan;
melaksanakan perumusan kebijakan teknis seksi
perkebunan terkait perbenihan dan perlindungan;
melaksanakan pengembangkan implementasi
terapan tekhnologi inovatif dan tepat guna;
melaksanakan pembuatan konsep tahapan
perbenihan potensi perkebunan SECara
berkelanjutan;

melaksanakan analisa kajian pengembangan
pembangunan perkebunan  terkait perbenihan
dan perlindungan perkebunan;

melaksanakan penyediaan dan pengawasan
peredaran / penggunaan benih tanaman di bidang
perkebunan;

melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu
benih tanaman di bidang perkebunan;
mclaksanakan sertifikasi benih dan pengendaliaan
sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
melakukan penyusunan rencana kebutuhan
benih dan pengembangan varietas unggul;
melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi
pemasukandan pengeluaran benih yang beredar;
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
produksi benih dan kelembagaan benih;
melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
organis pengganggu tumbuhan (OPT);
melaksanakan penyiapan bahan pengamatan
OFT;

melaksanakan penyiapan bahan pengedalian dan
pemantauan  OPT, bimbingan  operasional
pengamatan dan peramalan OPT;

melaksanakan pengelolaan data OPT;
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
kelembagaan OPT;

melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang
pengendalian hama terpadu;

melaksanakan penyiapan bahan penanganan
dampakperubahan iklim;

. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan

bencana alam;

melaksanakan teknis perbenihan dan
perlindungan di bidang perkebunan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan bail;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;



(1)

(2)

r. membuat laporan dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

8. memberiken saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagal dasar pengamkbilan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragrafl 13
Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 14

Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran

melaksanakan tugas menylapkan bahan perumusan

kebijakan dan  perencanaan  teknis  serta

melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di

seksi perbenihan dan perlindungan sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku.

Rincian tugas seksi produksi, pengolahan dan

pemasaran adalah :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan
program dan kegiatan bidang perkebunan terkait
produksi, pengolahan dan pemasaran;

b. melaksanakan program dan kegiatan bidang
perkebunan terkait produksi, pengolahan dan
pemasaran;

c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis seksi
perkebunan terkait produksi, pengolahan dan
pemasaran;

d. melaksanakan  pengembangan  implementasi
terapan tekhnologi pasca panen secara inovatif
dan tepat guna;

e. melaksanakan pembuatan konsep tahapan
pengembangan pengolahan pasca panen secara
berkelanjutan serta mewujudkan pengembangan
produksi, pengolahan dan pemasaran hasil
perkebunan;

. melaksanakan analisis kajian pengembangan
pembangunan perkebunan terkait produksi,
pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil
perkebunan;

g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencanatanam dan produksi tanaman di bidang
perkebunan;

h. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan
produksitanaman di bidang perkebunan;

i, melaksanakan bimbingan penerapan teknologi
budidayatanaman di bidang perkebunan;

j. melaksanakan penyiapan  kebutuhan  alat
pengolahanhasil di bidang perkebunan;

k. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara
produksipangan olahan yang baik ([CPPOB) dan



(1)

(2)

pemberiansurat keterangan kelayakan
pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;

. melaksanakan pelayanan dan pengembangan
informasipasar;

m. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang
perkebunan;

n. melaksanakan penylapan bahan pemberian
bimbingan teknis pengeolahan dan pemasaran
hasil di bidang perkebunan;

o. membagi tugas kepada bawahan sesual dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

p. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

r. membuat laporan dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 14
Kepala Bidang Peternakan

Pasal 15

Kepala Bidang Petermakan mempunyal tugas

membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan

dan perencanaan teknis serta melaksanakan program
dan kegiatan di Bidang Peternakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlalou,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan

menyelenggarakan fungsi antara lain @

a. perumusan bahan kebijakan operasional di
bidang perternakan;

b. perumusan bahan perencanaan operasional
program dan kegiatan di bidang perternakan;

c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
perternakan;

d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
perternakan;

e. monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang perternakan; dan

f. penvelenggaraan tugas lain vang diberikan oleh
atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



(1) Rincian tugas Kepala Bidang Peternakan yaitu :

&L

b.

C.

menyelenggarakan  penyusunan | perencanaan
program dan kegiatanbidang peternakan;
menyelenggarakan program dan kegiatan bidang
peternakan;

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
bidang peternakan;

menyelenggarakan koordinasi  penyelenggaraan
tugas di secksi pembibitan dan produksi
peternakan dan seksi kesehatan  hewan,
kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan
peMAaSaran;

menyelenggarakan penyusunan kebijakan di
bidang benih/bibit, produksi,peternakan dan
kesehatan hewan, perlindungan sertapengolahan
dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
menyelenggarakan pengelolaan sumber daya
genetik hewan;

menyelenggarakan perencanaan kebutuhan dan
penyediaan benih/bibit termak, pakan ternak,
dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
menyvelenggarakan pemberian bimbingan
penerapan peningkatan produksi ternak;
menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner;
menyelenggarakan pengawasan peredaran dan
pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak,
pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
menyelenggarakan pengawasan pemasukan dan
pengeluaran hewan, dan produk hewan;
menyelenggarakan sertifilkas: persyaratan teknis
kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan;

menyelenggarakan pemberian izin/rekomendasi
di bidang petermakan, keschatanhewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
menyelenggarakan pemberian bimbingan
pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang peternakan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan sccara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
membuat laporan dan  pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan secbagai dasar pengambilan kebijakan; dan



(1)

(2)

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 15
Kepala Seksi Pembibitan dan Produks:

Pasal 16

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan

perencanaan teknis serta melaksanakan penyusunan
program dan kegiatan di Seksi Pembibitan dan

Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), seksi pembibitan dan

produksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan PENYUSUNAN  pPerencanaan
program dan kegiatan bidang peternakan terkait
pembibitan dan produksi;

b. melaksanakan program dan kegiatan bidang
peternakan terkait pembibitan dan produksi;

¢. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan
teknis di bidang peternakan terkait pembibitan
dan produksi;

d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan benih/bibit, pakan, hijauan pakan
ternak dan produksi di bidangpeternakan;

e. melakukan penviapan bahan penyediaan dan
peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan
pakan ternak dan produksi di bidang peternakan;

f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
penyediaandan peredaran hijauan pakan ternak
[HPT);

g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan
produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;

h. melakukan penyiapan bahan pengujian
binih/bibit HPT;

i. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan
sumber daya genetik hewan melalui jaminan
kemurnian dan kelestarian;

j. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan
produksi ternak;

k. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan
kelompok peternak;

k. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi
pembibitan dan produksi di bidang pembibitan
dan produksi peternakan;

|. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah
di bidang pembibitan dan produksi peternakan
dan  pelayanan  pemberian  izin  untuk
pengembangan produksi peternakan besar;



m. melaksanakan penangkaran benih serta
pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bibit
ternak;

n. melaksanakan fasilitasi bimbingan
pengembangan kerjasama  kemitraan petani
peternakan dan pengusaha;

o. melaksanakan  kajian—kajian pada  bidang
pemasaran dalam rangka meningkatkan
pemasaran terhadap komoditi peternakan;

p. melaksanakan fasilitasi penyerapan hasil
komoditi peternakan;

Q. melaksanakan penyvusunan data—data statistik
perkembangan populasi ternak, kebutuhan
daging dan telar;

r. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

s. memberikan petunjuk dan himbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

u, membuat laporan dan  pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijjakan;

z. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

ga. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 16

Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyvarakat

(1)

12)

Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 17

Kepala Seksi  Kesehatan  Hewan, Keschatan

Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebyjakan dan PCTETICANAAan tekmnis serta

melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di

seksi keschatan hewan, kesehatan masyarakat

veteriner, pengolahan dan pemasaran sesual dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Kesehatan Hewan,

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

Pemasaran mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunanperencanaan program
dan kegiatan bidang peternakan terkait
Kesehatan Hewan, Kesehatan Masvarakat
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;



. melaksanakan program dan kegiatan bidang
peternakan terkait kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran:
melaksanakan perumusan kebijakan teknis di
kegiatan bidang peternakan terkait kesehatan
hewan, kesehatan masyarakat veteriner,
pengolahan dan pemasaran;

melaksanakan pengamatan dan pemetaan
penyakit hewan menular;

melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan
hewan;

melaksanakan bimbingan teknis perlindungan
dan pembinaan kesehatan hewan;

melaksanakan  sertifikasi  kesehatan  hewan
kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan
pemasararn;

. melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun
hasil koordinasi bidang pengawasan kesehatan;
melaksanakan penyusunan pedoman dan standar
pengawasan percdaran bahan makanan asal
ternak dan hasil ikutannya;

melaksanakan penghimpunan dan menyiapkan
bahan petunjuk teknis bidang keschatan, sanitasi
bahan makanan asal hewan dan hasil ikutan
lainnya;

. melaksanakan pengawasan pelaksanaan

mekanisme pemanfaatan rumah potong hewan;
melaksanakan penghimpunan dan penyajian
bahan laporan perkembangan asal ternak dan
hasil ikutannya;

. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan
dan mutu obat hewan tingkat distributor dan
pasar;

. melaksanakan pengawasan peredaran obat
hewan di tingkat distributor dan pasar
melaksanakan penyiapan bahan pengamatan,
pencegahandan pemberantasan penyalkit hewan;
melaksanakan penyiapan bahan penetapan
persyaratan teknis kesehatan hewan dan
penerbitan keterangankesehatan hewan;
melaksanakan fasilitasi unit pelayanan
kesehatan hewan;

melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan,
penutupan dan pembukaan daerah wabah
penyakit hewan menular;

melaksanakan penyiapan bahan pengawasan
peredarandan penerapan mutu obat hewan;
melalsanakan penyiapan bahan penerbitan
izin [ rekomendasi usaha distributor obat hewan;:

. melaksanakan penyiapan bahan penilaian
penerapan penanganan limbah dampak, hygiene
dan sanitasi usaha produk hewan;

melaksanakan pemberian fasilitas sertifikasi unit
usaha produk hewan skala kecil;



(1}

(2]

w. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi
teknis hasil penilaian dokumen aplikasi
pengeluaran dan/atau pemasukan produk
hewan;

x. melaksanakan analisis resiko  pengeluaran
danpemasukan produk hewan;

y. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner
pengeluaran produk hewan;

z. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan
penularan zoonosis;

aa. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
rumah potongdan pemotongan hewan qurban;

bb. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

ce, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

ee. membuat laporan dan  pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

fl. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

ge. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 17
Kepala Bidang Penyuluhan

Pasal 18

Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan

dan perencanasan teknis serta melaksanakan program
dan kegiatan di bidang penyuluhan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan vang berlalou.

Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan

menyelenggarakan fungsi antara lain @

a. perumusan bahan kebijakan operasional di
bidang penyuluhan;

b. perumusan bahan perencanaan operasional
program dan kegiatan di bidang penyuluhan;

c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
pengembangan SDM penyuluhan;

d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
sarana prasarana penyuluhan;



e.

E.

perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
informasi, tekneologi dan metodologi penyuluhan;
monitoring, cvaluas: dan pelaporan
penyvelenggaraan bidang ketenagaan dan sarana
prasarana penyuluhan; dan

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Penyuluhan yaitu :

a.

b.

=5

d.

E.

menyelenggarakan penyusunan | perencanaan
program dan kegiatan bidang penyuluhan;
menyelenggarakan program dan kegiatan bidang
pervuluhan;

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
bidang penyuluhan;

menyelenggarakan penyiapan bahan materi dan
pengembangan metodologi di bidang penyuluhan
pertanian;

menyelenggarakan penyiapan bahan informasi
dan media di bidang penyuluhan pertanian;
menyelenggarakan penyiapan bahan
pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen informasi di bidang penyuluhan
pertanian;

menyelenggarakan penyiapan bahan pemuatan
dan pengembangan serta peningkatan kapasitas
di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan
database di bidang ketenagaan penyuluhan
pertanian;

menyelenggarakan penyiapan bahan
pengembangan kompetensi kega  penyuluh
pertanian;

menyelenggarakan penyiapan bahan dan fasilitasi
penilaian dan pemberian penghargaan kepada
penyuluh pertanian;

menyelenggarakan penyiapan bahan dan fasilitasi
akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh
pertanian;

menyelenggarakan penyiapan bahan dan fasilitasi
sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;

. menvelenggarakan penyiapan bahan penilajan

dan pemberian penghargaan kepada
kelembangaan penyuluh pertanian;

membagi tugas kepada bawahan sesual dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis pguna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;



q.

(1)

(2

membuat laporan dan  pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai dasar
pengambilan kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan scbagai dasar pengambilan kebijakan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 18
Kepala Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan

Pasal 19

Kepala Scksi Ketenagaan dan Kelembagaan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan dan  perencanaan teknis serta
melaksanakan program dan kegiatan di bidang
penyuluhan terkait Seksi Ketenagaan dan

Kelembagaan sesual dengan ketentuan peraturan

yang berlaku.

Rincian tugas Kepala BSeksi Ketenagaan dan

Kelembagaan vaitu :

a. melaksanakan perencanaan program dan
kegiatanseksi Ketenagaan dan Kelembagaan;

b. melaksanakan program dan kegiatan scksi
Ketenagaan dan Kelembagaan;

c. melaksanakan perumusan kebijakan
teknisKetenagaan dan Kelembagaan;

d. melaksanakan penyiapan bahan materi dan
pengembangan metodologi Ketenagaan dan
Kelembagaan;

e, melaksanakan penyviapan bahan informasi
dan media Ketenagaan dan Kelembagaan;

f. melaksanakan penylapan bahan
pengembangan dan  pengelolaan  sistem
manajemen informasi Ketenagaan dan
Kelembagaan;

g: melaksanakan penyiapan bahan pemuatan
dan pengembangan serta peningkatan
kapasitas ketenagaan dan kelembagaan;

h, melaksanakan penyusunan dan pengelolaan
database ketenagaan dan kelembagaan;

i. menyelenggarakan penyiapan bahan
penilaian dan pemberian  penghargaan
kepada kelembangaan penyuluh pertanian;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
dengan bidang/unit kerja terkait dalam
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas;

k. membag tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan baik;



. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan monitoring, cvaluasi dan
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia;

n. membuat laporan dan pendokumentasian
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragral 19

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pengembangan 8DM

(1)

(<]

Pasal 20

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pengembangan

SDM mempunyai tugas membantu kepala bidang

penyuluhan menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan perencanaan tekmnis serta
melaksanakan program dan kegiatan di Seksi

Penyelenggaraan dan Pengembangan SDM sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan
seksi  penyelenggaraan dan pengembangan
sumber daya manusia;

b. melaksanakan program dan kegiatan scksi
penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya
MAaNUsE;

c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis
penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya
manusia;

a. melaksanakan penerapan dan pengawasan
pedoman, manual dan norma di @ seksi
penyelenggaraan dan pengembangan sdm;

b. melaksanakan pengumpulan, penyiapan dan
analisis bahan dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan dan pengembangan SDM;

c. melaksanakan pemantauan terhadap
penyelenggaraan dan  pengembangan SDM
penyuluh dan poktan/gapoktan;

d. melaksanakan penerapan dan pengawasan
pedoman, manual dan norma di bidang
informasi, teknologi dan metodologi;



melaksanakan program dan kegiatan dalam
rangka kajian data dan penyediaan informasi,
pengembangan teknologi dan metodologi/ strategi
penyuluhan;

perumusan bahan  pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
kelembagaan petani;

perumusan bahan pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis di bidang
bina usahsa petant;

menyelenggarakan penylapan bahan
pengembangan  kompetensi  kerja penyuluh
pertanian;

. menyelenggarakan penyiapan bahan dan fasilitasi
penilaian dan pemberian penghargasn kepada
penyuluh pertanian;

menyelenggarakan penviapan bahan dan fasilitasi
akreditasi di bidang kelembagaan penyuluh
pertanian;

. menyelenggarakan penyiapan bahan dan
fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan
petani;

. menyvelenggarakan penyiapan bahan penilaian
dan pemberian penghargaan kepada
kelembangaan penyuluh pertanian;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi Kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
membuat laporan dan  pendokumentasian
pclaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
JABATAN FUNGSIONAL
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Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas

pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian
yang dimiliki.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut:

a. menjabarkan program kerja yvang diberikan oleh
Kepala Dinas;

b. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan
jabatan /bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;

¢. memberikan saran dan pertmbangan kepada
Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta
sesuai lingkup tugas dan keahliannya;

d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Pangan
dan Pertanian dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;
menginventarisasi permasalah-permasalahan
yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan
menyusun saran tindak lanjut;

e. membuat laporan baik lisan maupun tertulis
kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas,
Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Secksi, Kepala
Sub Bagian Wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, simplikasi dan sikronisasi baik inter
maupun antara Satuan Kerja/ Unit Organisasi
lainya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
Penyelenggaraan ketatausahaan senantiasa
dikoordinasikan oleh Sekretaris dinas.

Dalam hal pejabat struktural berhalangan dalam
melaksanakan tuags karena sesuatu hal maka dapat
menghunjuk pejabat setingkat dibawahnya dalam
melaksanakan tugas rutin sesual dengan ketentuan
yvang berlaku.



Pasal 23

Pada saal Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 7J Tahun 2010
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian, Peternakan, Kelautan dan PerikananKota
Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota 1ni mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli,

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tan 0 Desember 2016

w GUNUNGSITOLI,
.5/"

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal Desember 2016

SEEKRETARIS DAERAH K GUNUNGSITOLI,

EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR ...



